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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  31 TAHUN 2012 
TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBAKARAN GAS SUAR BAKAR (FLARING) 
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 
sumber energi untuk mendukung terwujudnya bauran 
energi yang optimal sebagaimana tercantum dalam 
kebijakan energi nasional, perlu dilakukan 
pengendalian Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 
Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) 
Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang 
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi 
Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3031); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang 
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5047); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4996); 

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 
Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tanggal 20 
September 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 
18 Oktober 2011; 

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
02.P/075/M.PE/1992 tanggal 15 Februari 1992 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi 
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; 
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11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
552); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBAKARAN GAS 
SUAR BAKAR (FLARING) PADA KEGIATAN USAHA 
MINYAK DAN GAS BUMI.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) adalah pembakaran dari Gas 

Suar Bakar pada cerobong tetap (stationary stack) baik vertikal 
maupun horizontal. 

2. Gas Suar Bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi 
dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar 
karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan 
yang tersedia sehingga belum termanfaatkan. 

3. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang 
ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada 
suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 

4. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada Badan 
Usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

5. Keselamatan Operasi adalah kondisi yang mempengaruhi kinerja, 
keamanan, kesehatan dan lingkungan di sekitar kegiatan usaha 
minyak dan gas bumi. 

6. Kondisi Operasi Tidak Normal adalah kondisi operasi di luar 
parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan terhadap 
sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, 
meliputi kondisi pada saat menghidupkan (start up), mematikan 
(shutdown), gangguan (upset), pemeliharaan dan/atau malfungsi. 

7. Kondisi Darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan pekerja 
dan/atau masyarakat akibat kegagalan sistem peralatan atau instalasi 
sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
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8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis 
di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas 
dan bertanggungjawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
dan standardisasi  teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

11. Kepala Inspeksi adalah Kepala Inspeksi Tambang Minyak dan Gas 
Bumi 

Pasal 2 
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib memanfaatkan 
Gas Suar Bakar secara optimal. 

BAB II 
PEMBAKARAN GAS SUAR BAKAR (FLARING) 

Pasal 3 

(1) Kontraktor  atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan  dapat melakukan 
Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)  jika volume Gas Suar Bakar 
tidak melebihi batasan: 

a. 3% (tiga persen) dari gas umpan (feed gas) untuk lapangan gas 
bumi; 

b. rata-rata harian dalam 6 (enam) bulan sebesar 5 (lima) MMSCFD 
untuk lapangan minyak bumi;  

c. 0,3% (nol koma tiga persen) dari gas bumi intake kilang gas bumi; 

d. 0,8% (nol koma delapan persen) dari minyak bumi intake kilang 
minyak bumi. 

(2) Terhadap pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor atau Pemegang Izin 
Usaha Pengolahan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada 
Direktur Jenderal. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal volume Gas Suar Bakar melebihi batasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Kontraktor atau Pemegang Izin 
Usaha Pengolahan wajib melakukan kajian optimalisasi pemanfaatan 
Gas Suar Bakar.  

(2) Dalam hal berdasarkan kajian optimalisasi pemanfaatan Gas Suar 
Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dioptimalkan 
pemanfaatannya, Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan 
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